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Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Surakarta serta akibat 
hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan 
obyek yang akan diteliti. Data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
dibahas, diambil dari Pengadilan Agama Surakarta. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 
primer berupa studi pustaka dan sumber data sekunder berupa wawancara. Metode 
analisis data yang digunakan yaitu yuridis normatif (doktrinal), hukum 
dikonsepsikan sebagai suatu norma-norma tertulis yang dibuat dan di undangkan 
oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 





The purpose of this paper is to examine the effectiveness of the implementation of 
divorce civil servants in Government Regulation Number 10 of 1983 jo. 
Government Regulation Number 45 of 1990. This research is descriptive method 
that describes the state of the object to be examined. Data relating to the issues to 
be discussed, taken from Surakarta Religious of Courts. Data collection methods 
used are the source of primary data and secondary data sources. Sources of 
primary data in the form of literature and secondary data sources such as 
interviews. Data analysis method used is normative (doctrinal), conceived as a 
legal norms made in writing and in legislated by the institution or the authorities. 
 
Keywords: divorce civil servants, religious of courts 
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PENDAHULUAN 
Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara 
kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di 
masa yang akan datang, perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada 
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 
Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi 
makhluk-Nya untuk berkembang, dan melestarikan hidupnya.
1
 Hal itu ditegaskan 
dalam Al-Qur’an bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara 
berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Yasin ayat 36: 
                          
      
Artinya:  
“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 
yang mereka tidak ketahui”. (QS. Yasin ayat 36) 
 
Secara yuridis perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 2-3. 
Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, 
utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya diperuntukkan bagi seluruh 
masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Perundang-
undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
termasuk di dalamnya pejabat dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 
                                                          
1
Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 9. 
3 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya 
pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat merupakan unsur aparatur negara 
dan abdi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. PNS dan pejabat yang tidak menaati atau 
melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS akan dijatuhi 
hukuman displin.  
Di samping itu, pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS 
dan pejabat adalah untuk kepentingan penyelenggaran sistem informasi 
kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin 
PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Setiap perkawinan, 
perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga PNS harus segera dilaporkan 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. 
Adapun pengkhususan peraturan itu diterapkan pada beberapa tindakan hukum, 
seperti pernikahan, perceraian, pembagian gaji akibat perceraian, pernikahan 
poligami, status menjadi isteri kedua bagi PNS wanita, mutasi keluarga, dan hidup 
bersama di luar ikatan pernikahan. 
Terkait dengan aturan pernikahan, PNS dan pejabat pemerintah yang 
melangsungkan perkawinan wajib segera melaporkan perkawinannya kepada 
pejabat (atasan).
2
 Ketentuan tersebut juga berlaku untuk janda/duda PNS yang 
melakukan pernikahan untuk isteri kedua, ketiga, atau keempat. 
Beberapa aturan khusus di atas, memunculkan berbagai macam respon 
dari PNS dan pejabat itu sendiri. Ada yang menerima dengan lapang dada, ada 
yang menerima sebagian dan menolak sebagiannya, bahkan ada yang melanggar 
dan menolak sama sekali. Ada salah satu kasus yang penulis ambil dari perceraian 
                                                          
2
Yang dimaksud dengan pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan 
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: PT. Media Saran Press, Hal. 65. 
4 
PNS di Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Ska. 
Pemohon adalah seorang PNS yang isterinya (Termohon) seorang pegawai swasta 
dan mempunyai 1 anak dengan Pemohon, dengan alasan bahwasanya Pemohon 
ingin menikahi perempuan (janda beranak dua), dengan alasan Pemohon ingin 
memiliki anak lagi karena menurut keterangan dokter Termohon sudah sangat 
sulit untuk bisa hamil lagi dan dahulu (sebelum menikah) Termohon pernah 
menyatakan bahwa tidak keberatan jika suatu saat Pemohon akan menikah lagi. 
Akan tetapi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon melaporkan Pemohon 
kepada atasan Pemohon dengan tuduhan menyakitkan yakni perselingkuhan.  
Berangkat dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membedah 
dan meneliti tentang pelaksanaan secara kongkrit aturan perkawinan dan 
perceraian di kalangan PNS yang menitikberatkan pada PP No. 10 Tahun 1983 jo. 
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan akibat hukum terjadinya perceraian 
pada PNS. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  
(1) Bagaimana pelaksanaan perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama ditinjau 
dari PP No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990?, (2) Apa 
akibat hukum dari perceraian PNS dan pelanggaran terhadap Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 di 
Indonesia? 
Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi 
PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang 
membatasi para PNS dan pejabat bidang perkawinan dan perceraian serta 
efektivitas pelaksanaannya dan untuk mengetahui akibat hukum pada kasus 
perceraian tersebut dan sebab akibat terjadinya pelanggaran pada Peraturan 




Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif 
(doktrinal) dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer 
yaitu wawancara dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan penelitian, kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Ditinjau dari PP No. 
10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 
Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah satu Hakim di 
Pengadilan Agama Surakarta yaitu Dra. Hj. Chairiyah, menjelaskan bahwa 
pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama ditinjau dari PP No. 10 Tahun 
1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yaitu pelaksanaan perceraian seorang PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) secara hierarki yang tercantum pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 termuat dalam Pasal 3. Tujuannya agar diketahui oleh 
atasannya yaitu atasan berkewajiban untuk mendamaikan dan memeriksa apakah 
patut atau tidaknya untuk bercerai, pada prinsipnya Peraturan Pemerintah ini 
bertujuan untuk kemaslahatan, yakni membentuk rumah tangga PNS yang 
bermartabat dan menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya. Pengkhususan 
aturan ini untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, 
sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta 
memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. 
Secara umum pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama 
pengajuan Permohonan perkaranya sama hal pada umumnya tidak ada 
pengkhususan namun Pengadilan menghormati satu Pemerintah yang memiliki 
banyak instansi, menghormati instansi satu dengan lainnya. Seperti halnya 
pengajuan perceraian PNS, Pengadilan Agama menghormati aturan tersebut 
dengan adanya surat izin secara tertulis dari atasannya. 
6 
Pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama tidak merujuk pada 
peristiwa/kronologi berdasarkan surat izin dari atasan, namun Pengadilan Agama 
memeriksa hubungannya dengan gugatan bukan berdasarkan izin. Pengadilan 
Agama mempunyai aturan tersendiri, bahwa dalam Pengadilan Agama cerai 
adalah pintu darurat yang tidak boleh dilewati kecuali ada alasan-alasan menurut 
undang-undang atau hukum positif yang berlaku. 
Permohonan perkara perceraian PNS yang telah masuk ke Pengadilan dan 
sudah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari atasannya, kemudian 
Pengadilan memberikan upaya perdamaian yaitu dengan menempuh proses 
mediasi yang pelaksanaanya seperti perkara-perkara lain (pada umumnya). 
Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh 
putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang 
tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak 
yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila 




Pada hakikatnya tugas Hakim/Majelis Hakim dalam proses penanganan 
perkara adalah memimpin jalannya persidangan untuk mendapatkan suatu putusan 
atau penetapan. Sebagai pemimpin dalam persidangan, Hakim harus mampu dan 
pandai mengendalikan jalannya persidangan agar berjalan dengan lancar tidak 
terhambat dan tidak bertele-tele yang berakibat memakan waktu yang panjang.
4
 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian, selain harus 
mengindahkan ketentuan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975 yang telah diuraikan, juga harus mengindahkan ketentuan khusus bagi 
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R. Subekti, 1982, Hukum acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, Hal. 124. 
4
Taufiq Hamami, 2003, Kedudukan dan Esistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di 
Indonesia, Hal. 132. 
7 
Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 




Prosedur upaya dalam menempuh proses perceraian secara hierarki, 
Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin melakukan perceraian dari pejabat 
apabila ia tetap ingin bercerai, maka harus menempuh prosedur lainnya yaitu 
untuk melakukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sebab izin untuk melakukan 
perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 ini tidak mengurangi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 




Jika berbicara mengenai surat izin untuk bercerai, maka surat izin tersebut 
sebenarnya merupakan ketentuan administrasi dalam proses di Pengadilan Agama. 
Pengadilan Agama dalam hal ini para hakim tidak terikat dengan surat izin untuk 
bercerai tersebut, namun Pengadilan Agama memeriksa hubungannya dengan 
gugatan bukan berdasarkan izin. Bila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum 
yang berlaku sudah terpenuhi, Pengadilan tidak bisa menolak atau menunda 
memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin dari atasan. 
Perkara perceraian akan dilanjutkan jika Penggugat atau Pemohon tetap 
ingin melanjutkan perkaranya, dengan catatan pihak bersangkutan berani 
menanggung resiko, salah satunya hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. Setiap PNS yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka 
                                                          
5
Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: 
PT.Media Saran Press, Hal. 65. 
6
Ibid., Hal. 69. 
8 
dipersyaratkan adanya surat izin secara tertulis dari atasannya tersebut. Namun 
apabila PNS yang bersengkutan belum mendapatkan izin maka diberi kesempatan 
selama enam (6) bulan untuk mengurusnya. Dan dalam tenggang waktu enam (6) 
bulan itu belum ada surat izin, maka hakim akan memeberikan pilihan kepada 




Pelaksanaan perceraian yang dilakukan di pengadilan Agama pada 
dasarnya sama dengan proses perceraian bagi masyarakat pada umumnya, namun 
khusus bagi PNS sebelum perceraian didaftarkan ke pengadilan pihak yang 
berperkara (sebagai PNS) harus terlebih dahulu mendapat izin untuk melakukan 
perceraian dari atasan PNS tersebut yang disertai dengan alasan-alasan yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8
 
Diterimanya gugatan atau permohonan cerai di pengadilan tetap akan 
berkaca pada alasan-alasan perceraian yang tercantum di dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Proses perceraian bagi PNS harus diketahui 
oleh atasan langsung PNS dilembaga atau instansinya bekerja serta mengajukan 
izin perceraian yang disertai dengan alasan-alasan yang konkrit serta menurut 
ketentuan hukum yang berlaku.  
Many commentators on divorce in the Muslim world, including Java, have 
argued that it is particularly easy for a man to divorce his wife, as he 
simply has to pronounce the talak three times. It is also widely believed, at 
least by observers from outside the Islamic world, that it is very difficult 
for a woman to divorce her husband. The reality in Java is not as simple 
                                                          
7
Khairiyah, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Selasa, 21 Juni 
2016, pukul 10:30 WIB. 
8
Armidar, 2015, “Pelaksanaan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I 




CNHzwz-oUc5hq1kwhDZDYwmldm4gaQ&bvm=bv.128617741,d.c2I diunduh Rabu, 27 Juli 
2016 12:31 
9 
as this. Traditionally, it was very easy for the husband to divorce his wife 
by pronouncing the talak and later reporting it to the Department of 
Religious Affairs.
 9
   
 
Dalam putusan yang penulis uraikan, timbulnya perceraian ini terjadi 
karena pihak suami lebih memilih menceraikan isteri dari pada mempertahankan 
pernikahannya, seperti uraian di atas tingginya angka perceraian yang ada di Jawa 
Barat pemicu utamanya yaitu mudah bagi seorang pria menceraiakan isterinya.  
Ajaran Islam menentang bahwa cerai adalah salah satu perbuatan yang 
sangat dibenci Allah SWT, dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW: 
َأب ْ َغض ُ أْل  َ  اغ ِ إ لى أللَّه ِ إ ع ا َى َأط  ََّق ِ 
Artinya: 
“Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian)” (HR. Abu 
Dawud) 
 
Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan yaitu bagi masyarakat terutama 
sebagai abdi masyarakat bahwa segala aturan yang pemerintah buat semata-mata 
untuk kemaslahatan agar tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan 
membentuk rumah tangga bermartabat. Sulitnya perceraian bagi PNS dikarenakan 
agar rentan terhadap mengambil langkah untuk melakukan perceraian, 
diadakannya aturan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak semakin tinggi angka 
perceraian dan lebih memilih solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah 
tangga tanpa harus menempuh jalan untuk bercerai. 
 
Akibat Hukum dari Perceraian PNS dan Pelanggaran terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990 
Sebagaimana perceraian pada umumnya, perceraian PNS juga membawa 
akibat tertentu, baik bagi bekas suami isteri maupun bagi anak-anak yang 
                                                          
9
Jones Gavin W, 1994, “Divorce In West Java”, dalam Journal of Comparative Family Studies, 
file:///E:/Divorce%20in%20West%20Java%20-%20ProQuest.htm diunduh Rabu, 27 Juli 2016 
12:04 
10 
dilahirkan selama perkawinan keduanya tersebut berlangsung. PNS yang akan 
melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu 
dari pejabat. 
Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-
pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-
baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara 




Berdasarkan kasus dengan Putusan Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Ska. 
bahwa pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari 
atasan, yang selanjutnya pihak yang bersangkutan melanjutkan perkaranya ke 
Pengadilan Agama. 
Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut memiliki 
kepastian hukum bagi termohon yaitu berdasarkan surat izin yang diperoleh 
pemohon dari atasannya untuk melanjutkan perkara di Pengadilan apabila 
memang pihak Pemohon terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Akibat 
hukum yang timbul bermacam-macam di antaranya pengalihan sebagian gaji PNS 
sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Yang dimaksud dengan 
gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada 
penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
11
 
Berdasarkan dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu 
hakim di Pengadilan Agama Surakarta menjelaskan bahwa pada pertimbangan 
hakim dalam putusannya, Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut 
tidak memiliki kewenangan memberikan hak 1/3 gaji dari tergugat rekonvensi 
(pemohon) sebagai PNS kepada penggugat rekonvensi (Termohon). 
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Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, Hal. 191. 
11
Isnatun, 2010, “Penyelesaian Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Isteri yang 
Diserahkan Pada Atasan atau Instansi Terkait Pasca Perceraian”, dalam 
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-isnatunnim-4248-1-skripsi-p.pdf 
diunduh Sabtu, 30 Juli 2016 12:15. 
11 
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwa pemberian 1/3 gaji dari pemohon sebagai 
PNS hal tersebut menjadi kewenangan instansi di mana pemohon bekerja, oleh 
karenanya hakim dalam hal ini tidak memiliki kewenangan mempertimbangkan 
dan harus dikesampingkan. 
Pelaksanaan pembagian gaji yang menjadi hak mantan isteri dan anaknya 
sebagai akibat dari perceraian yang ditimbulkan pemohon sebagai PNS yaitu 
dapat diterima langsung dari bendaharawan gaji pemohon, atau dengan surat 
kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya. Akibat perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. 
Akibat dari permasalahan perceraian yang ditimbulkan pemohon tidak 
sekedar pengalihan gaji kepada mantan isteri melainkan juga terhadap anak 
apabila pernikahan keduanya dikaruniai anak. Dalam hal terjadinya perceraian 
pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. 
Orang tua yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban memelihara dan 
memberikan nafkah kepada anaknya, apabila anak belum mumayyiz atau belum 
berumur 12 tahun, maka pemeliharaan adalah hak ibunya. Hak nafkah untuk anak 
yang menjadi kewajiban ayah akan terus berlangsung sampai anak menikah, telah 
bekerja atau bisa menghidupi dirinya sendiri. 
Mendidik dan merawat anak merupakan tanggung jawab seorang ayah dan 
ibu, meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar 
bagi ibu dan anaknya sesuai keadaanya.
12
 
Sesuai dengan Putusan Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Ska. yang penulis 
uraikan di atas bahwa pemohon adalah PNS yang memiliki kewajiban 
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memberikan nafkah sesuai dengan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 
1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS berkewajiban memberikan nafkah 
kepada mantan isteri sebesar 1/3 dari gaji pemohon sebagai PNS, dan pemberin 
nafkah kepada anaknya sebesar 1/3 dari gaji pemohon. 
Pemberian nafkah 1/3 dari gaji pemohon sebagai PNS untuk mantan isteri 
dan anak dalam Putusan Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Ska. yang telah penulis 
uraikan bahwa hakim dalam pertimbangannya adalah mengesampingkan karena 
pemberian nafkah 1/3 dari gaji pemohon sebagai PNS adalah kewenangan atasan 
pemohon atau kewenangan instansi pemohon bekerja. 
Hakim dalam Putusan Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Ska. menyatakan 
menghukum pemohon dengan memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak 
adalah mut’ah berupa bangunan rumah dan 2 sepeda motor, nafkah iddah sebesar 
Rp 3.300.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah madliyah sebesar Rp 
6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). 
Adapun dalam permasalahan ini akibat hukum yang ditimbulkan yaitu 
tidak sekedar pengalihan gaji, ada juga mengenai pelanggaran bahwa dalam 
duduk perkaranya pihak termohon melaporkan kepada atasan pemohon dengan 
tuduhan perselingkuhan, yang pada awalnya pemohon berkeyakinan setelah 
pemohon mengenalkan seorang perempuan (janda beranak dua) termohon bisa 
menerima dan memenuhi keinginan pemohon dengan kata lain pemohon ingin 
memiliki anak lagi karena menurut keterangan dokter termohon sudah sangat sulit 
utuk bisa hamil lagid an dahulu (sebelum menikah) termohon pernah menyatakan 
bahwa tidak keberatan untuk menikah lagi. Akan tetapi laporan termohon kepada 
atasan pemohon tersebut pada akhirnya menjadikan pemohon mendapat sanksi 
disiplin, sehingga pemohon harus menjalani masa-masa pemeriksaan yang 
panjang yang secara psikis sangat melelahkan karena harus menanggung malu dan 
was-was yaitu laporan dengan tuduhan perselingkuhan. Akibat hukum yang 
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dijalani pemohon yaitu sanksi disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih 
rendah selama satu tahun.Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Akibat hukum yang ditimbulkan oleh pemohon merupakan wujud 
pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang berlaku. Hal ini yang memiliki 
wewenang menghukum yaitu pihak atasan atau instansi yang bersangkutan. 
Akibat hukum yang dijalani pemohon yaitu sanksi disiplin berupa penurunan 
pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Jenis hukuman disiplin berat 
yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 







Pertama, pada hakikatya jalannya persidangan perkara perceraian PNS di 
Pengadilan Agama pelaksanaanya tidak merujuk pada surat izin, melainkan surat 
izin tersebut sebagai salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk instansi 
yang berkedudukan sebagai PNS. Dengan harapan diberlakukannya peraturan ini 
bertujuan untuk kemaslahatan, yakni membentuk rumah tangga PNS yang 
bermartabat dan menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan 
kebijakan adanya peraturan pemerintah ini diharapkan sebagai unsur aparatur 
negara dan abdi masyarakat dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat 
dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan 
yang belaku. 
Kedua, mengenai akibat hukum dari perceraian PNS sudah tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990, yang diantaranya pengalihan gaji PNS kepada bekas isteri 
sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Pengadilan Agama yang 
menangani perkara tersebut tidak memiliki kewenangan memberikan hukuman 
terhadap akibat yang ditimbulkan, melaikan Pengadilan Agama memutus perkara 
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sesuai dengan kasusunya, setelah kasus diputus putusan tersebut di serahkan 
kepada instansi dalam hal ini yaitu atasannya sebagai bukti akibat yang 
ditimbulkan dari perceraian tersebut. Adapun pelanggaran yang dilakukan 
pemohon sudah tertera dan diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hukuman yang dijalani 
pemohon yaitu sanksi disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama satu tahun. 
 
Saran 
Pertama, bagi pemerintah, demi terciptanya cita-cita luhur, dibentuknya 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990 yakni semakin menjadikan PNS berwibawa, bermartabat, dan 
memiliki pencitraan serta teladan yang baik bagi masyarakat dan mematuhi segala 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 
Kedua, bagi Pegawai Negeri Sipil, Setelah mengetahui dampak dan 
akibat hukumnya maka diharapkan pihak PNS yang hendak melakukan 
perceraian dengan merujuk peraturan yang berlaku dapat menjadikan sebagai 
bingkai cara berfikir dan bertindak agar dalam menyelesaikan masalah rumah 
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